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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR PM. 10 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141
ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang standar
pelayanan minimal angkutan umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas, pembatasan lalu lintas kendaraan
perseorangan dapat dilakukan dengan pengenaan
retribusi pengendalian lalu lintas apabila telah
tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum
massal dalam trayek yang memenuhi standar
pelayanan minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Massal Berbasis Jalan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Peraturan Pemerintanh Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintanh Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


http://www.djpp.depkumham.go.id

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3 2012, No.133

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65
Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71
Tahun 1999 tentang  Aksesibilitas Bagi
Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana
dan Prasarana Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14
Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas di Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL
BERBASIS JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang
selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan
penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis dan
mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jasa
Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal.

2. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan
umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang
terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut
yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.

3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Kawasan Megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua)
atau lebih Kawasan Metropolitan yang memiliki hubungan fungsional
dan membentuk sebuah sistem.

5. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas
sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan
Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu
juta) jiwa.

6. Kawasan Perkotaan Besar adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas
sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan
Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah
penduduk antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000
(satu juta) jiwa.

7. Kawasan Aglomerasi Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan yang
terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau
Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya
yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan
dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan
membentuk sebuah sistem.

8. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

9. Fasilitas Pendukung Halte adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi
halte yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan
dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan
penyeberangan dan/atau terowongan.
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Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang
menggunakan jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilakukan di
Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Megapolitan, Kawasan
Metropolitan, dan Kawasan Perkotaan Besar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah
yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; atau

d. kawasan aglomerasi perkotaan.

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:

a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
b. lajur khusus;

c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek
angkutan massal; dan

d. angkutan pengumpan.
Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan
Minimal.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis
Jalan dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. jenis pelayanan; dan
b. mutu pelayanan.
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